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Abstrak  

Wilayah pesisir Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sedang dihadapkan pada masalah lingkungan yang besar 

karena dampak perubahan iklim dan urbanisasi. Masalah utama di daerah ini meliputi turunnya permukaan tanah, 

banjir rob, rusaknya ekosistem mangrove, dan sanitasi yang buruk di permukiman kumuh. Penelitian ini bermaksud 

menganalisis kelemahan lingkungan di daerah pesisir Penjaringan, menilai strategi adaptasi yang sudah digunakan, 

dan menetapkan rencana manajemen adaptif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Ini melibatkan analisis dokumen kebijakan, jurnal 

ilmiah, dan laporan teknis yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan untuk menemukan faktor-faktor 

rentan dan tekanan dari aktivitas manusia di daerah pantai. Penelitian menemukan bahwa usaha adaptasi saat ini masih 

mengalami hambatan dalam hal keterlibatan masyarakat dan dukungan kebijakan, seperti pembangunan tanggul, 

rehabilitasi mangrove, dan program perbaikan permukiman kumuh. Model manajemen adaptif yang direkomendasikan 

mencakup pembangunan infrastruktur adaptif, pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat, pemberdayaan ekonomi 

lokal, dan sistem pemantauan serta evaluasi yang melibatkan partisipasi semua pihak.  

 

Kata Kunci: pengelolaan pesisir adaptif, kerentanan lingkungan, perubahan iklim 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Kawasan Penjaringan di Jakarta Utara adalah daerah pantai di Indonesia yang sedang mengalami permasalahan 

lingkungan, terutama karena banyaknya orang yang pindah ke kota dan perubahan cuaca. Sebagai area dengan banyak 

penduduk dan rentan terhadap banjir, wilayah ini punya masalah lingkungan yang rumit. Contohnya seperti penurunan 

muka tanah, banjir yang semakin parah, pencemaran, dan kerusakan pada ekosistem mangrove. Tantangan ini memiliki 

dampak besar, tidak hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat pesisir yang sebagian 

besar berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang rentan dan tinggal di pemukiman yang kurang layak. Hal ini 

mengharuskan penggunaan strategi pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih fleksibel dan menyeluruh, agar bisa 

merespons dengan baik terhadap tekanan dari alam dan manusia. 

Penjaringan, yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Jakarta Utara, memiliki 

permukiman pesisir yang rentan dan kumuh, serta infrastruktur yang tidak memadai untuk menghadapi masalah 

lingkungan. Mayoritas pemukiman di wilayah ini berada di dataran rendah dan memiliki sedikit akses ke sistem sanitasi 

yang memadai, yang meningkatkan risiko penyakit menular yang berasal dari lingkungan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa banyaknya penduduk yang tinggal di permukiman informal di Penjaringan membuat sulit dalam 

mengelola sampah dan drainase dengan baik, serta merusak kualitas lingkungan. Situasi ini semakin buruk karena tanah 

di beberapa lokasi di Jakarta Utara, termasuk Penjaringan, menurun sebanyak 7,5–17 cm setiap tahunnya. Hal ini 

menyebabkan banjir rob yang merendam rumah-rumah warga dan merusak bangunan, serta mencemari air tanah yang 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  

Ekosistem pesisir di Penjaringan juga terancam karena aktivitas manusia yang intensif, terutama dari sektor 

industri dan pembangunan yang tidak terencana. Penjaringan adalah daerah di Jakarta Utara yang memiliki banyak 

pabrik, menyebabkan pencemaran air, udara, dan limbah. Kegiatan ini berdampak pada kehidupan masyarakat setempat 

dan merusak ekosistem mangrove yang melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Hutan mangrove di wilayah pesisir 

Jakarta Utara, yang dahulu berperan sebagai perlindungan alami dari banjir dan abrasi, sekarang mengalami penurunan 

luas yang signifikan karena lahan dikonversi dan kurangnya program konservasi. Kerusakan ini membuat pesisir 

Penjaringan lebih rentan terhadap perubahan iklim, seperti banjir rob dan naiknya air laut.  
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melakukan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi, seperti 

membangun tanggul, sistem polder, dan merestorasi ekosistem mangrove. Namun, keefektifan strategi ini masih 

dipertanyakan, terutama karena ada keterbatasan dalam koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. 

Sebagian besar program pengelolaan lingkungan di Penjaringan lebih fokus pada aspek teknis dan kurang 

memperhitungkan pendekatan sosial-ekonomi. Padahal, masyarakat lokal memiliki peran yang menjaga kelestarian 

lingkungan pesisir. Penelitian yang dilakukan oleh Chairani et al  (2024) menunjukkan bahwa cara sukses untuk 

beradaptasi di daerah pesisir adalah melibatkan masyarakat dan memberdayakan mereka untuk menjaga kebersihan 

lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan lingkungan di Penjaringan, menganalisis tekanan dari 

aktivitas manusia yang merusak lingkungan pesisir, dan mengevaluasi keberhasilan program adaptasi yang sudah 

dilakukan. Dengan pendekatan ini, penelitian mencoba membuat model pengelolaan adaptif yang lebih menyeluruh dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat di pesisir Penjaringan. Model ini diharapkan dapat menyatukan cara teknis, 

ekosistem, dan sosial-ekonomi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Manajemen adaptif melibatkan pembaharuan kebijakan dan pengembangan lembaga, serta penerapan sistem 

pemantauan dan evaluasi bersama masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir mereka.  

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis strategi 

pengelolaan lingkungan pesisir adaptif di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap 

dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah dari database bereputasi seperti Science Direct, Scopus, dan Google 

Scholar, laporan teknis, serta berita valid yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024. Kata kunci pencarian 

meliputi "coastal management", "climate change adaptation", "Jakarta coastal area", "coastal vulnerability", dan 

"community resilience", serta padanannya dalam Bahasa Indonesia (Gallien et al., 2021; Dada et al., 2019). Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan metode content analysis dan comparative analysis untuk mengidentifikasi pola, 

tren, serta hubungan antarvariabel dalam pengelolaan pesisir adaptif (Kodoatie et al., 2002; Cyntia & Pudja, 2019). 

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta proses peer review terhadap hasil analisis (Abidin et 

al., 2021). Interpretasi temuan mempertimbangkan  lokal dan kerangka konseptual pengelolaan pesisir terpadu yang 

telah dikembangkan dalam literatur internasional (Baker, 2022; IPCC, 2024). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Kerentanan Lingkungan Pesisir Penjaringan 

Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara memiliki sifat geografis dan demografis yang membuatnya mudah terkena 

berbagai ancaman lingkungan. Penjaringan terletak di daerah pesisir yang datar dan rendah, rentan terhadap banjir rob 

dan intrusi air laut, terutama saat musim hujan dan air pasang (Abidin et al., 2021). Dengan banyaknya penduduk dan 

permukiman tidak terencana, kawasan ini kesulitan dalam mengelola sanitasi dan mengendalikan dampak lingkungan 

(Aini et al., 2023). Menurut laporan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (2024), Penjaringan memiliki tingkat 

banjir rob tertinggi di Jakarta Utara. Banjir yang terjadi mengancam infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan masyarakat 

di Penjaringan (Anggraini et al., 2022). 

Selain itu, wilayah ini juga mengalami penurunan muka tanah yang serius. Berdasarkan data terbaru, tanah di 

Jakarta Utara, termasuk Penjaringan, turun sekitar 7,5 hingga 17 cm per tahun. Bahkan ada titik yang turun hingga 20 

cm per tahun. Penyusutan tanah ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan untuk rumah 

tangga dan industri, serta perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali (As-syakur et al., 2023). Dampak 

penurunan tanah yang signifikan adalah Penjaringan lebih rentan terhadap banjir rob karena air laut lebih mudah masuk 

ke pemukiman warga. Di masa yang akan datang, hal ini akan meningkatkan risiko banjir di daerah pesisir, yang dapat 

berdampak serius terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Penjaringan (Cyntia & Pudja, 2019). 

Keberadaan permukiman kumuh di Penjaringan juga memperparah masalah lingkungan yang sudah ada. Sebagian 

besar rumah warga tidak memiliki akses ke sistem sanitasi yang memadai. Akibatnya, limbah domestik dibuang 

langsung ke saluran air atau laut, mencemari lingkungan sekitar dan menurunkan kualitas air (Farhaini et al., 2022). 

Permukiman kumuh biasanya terletak dekat pantai dan rentan terhadap banjir rob serta intrusi air laut. Ketidakmampuan 

mengakses infrastruktur sanitasi dasar dapat menyebabkan risiko kesehatan yang besar bagi penduduk, seperti 

peningkatan penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Menurut data BPS Jakarta Utara (2024), Kecamatan Penjaringan 

memiliki pemukiman kumuh tertinggi di Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi masih menjadi isu utama 

yang perlu mendapat perhatian serius (Baker, 2022). 

Ekosistem mangrove di Penjaringan juga mengalami kondisi yang mengkhawatirkan karena adanya tekanan dari 

aktivitas manusia dan degradasi lingkungan. Saat ini, luas mangrove sebagai benteng alami pantai dan banjir menurun 

karena lahan dibangun untuk industri dan pemukiman (Dada et al., 2019). Menurut World Bank (2021), hutan 

mangrove di Jakarta Utara telah menyusut secara drastis selama beberapa dekade terakhir, dan di Penjaringan, sebagian 

besar kawasan mangrove yang tersisa terancam oleh aktivitas manusia. Keadaan ini membuat pesisir Penjaringan 

semakin rentan terhadap banjir dan intrusi air laut, karena mangrove yang berkurang berarti perlindungan alami yang 

berkurang pula bagi pesisir (Iksyan et al., 2019). 
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Masalah banjir rob dan intrusi air laut semakin memperburuk kondisi kerentanan lingkungan di Penjaringan. Karena 

banjir, orang di wilayah ini harus menghadapi kerusakan infrastruktur, kehilangan barang rumah, dan dampak 

psikologis dari kehidupan yang tidak aman (Gallien et al., 2021). Intrusi air laut membuat air tanah menjadi lebih asin 

dan sulit digunakan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Banyak orang masih bergantung pada sumur untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kualitas air yang tercemar oleh air laut dapat berpengaruh buruk pada kesehatan 

mereka (Kompas, 2021). Dampak banjir rob bukan hanya merusak fisik, tapi juga menyebabkan biaya tambahan bagi 

masyarakat. Mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk mendapatkan air bersih atau memperbaiki rumah yang 

rusak akibat banjir rob (IPCC, 2024). 

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di pesisir Penjaringan juga membuat mereka lebih rentan terhadap dampak 

lingkungan. Banyak orang bekerja di sektor informal dan punya pendapatan rendah, sulit untuk menyesuaikan diri 

dengan kondisi lingkungan yang semakin sulit (Asrofi et al., 2021). Keterbatasan akses informasi dan sumber daya 

membuat masyarakat kesulitan melakukan mitigasi sendiri. Selain itu, banyak orang yang tinggal di Penjaringan adalah 

pendatang yang tidak punya tanah sendiri, jadi mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk memperbaiki infrastruktur 

atau sanitasi karena takut diusir. Kondisi sosial-ekonomi menunjukkan betapa dukungan pemerintah dan organisasi 

masyarakat dalam membuat program adaptasi lingkungan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di 

Penjaringan (Chairani et al., 2024). 

 

Analisis Tekanan Antropogenik di Wilayah Penjaringan 

Wilayah Penjaringan di Jakarta Utara mengalami tekanan manusia yang cukup besar, terutama dari aktivitas industri 

yang padat di daerah tersebut. Sebagai daerah dengan banyak industri, Penjaringan menghasilkan banyak limbah yang 

merusak lingkungan sekitarnya. Limbah dari pabrik dan industri tidak dikelola dengan baik dan masuk ke sungai yang 

terhubung langsung ke laut (Abidin et al., 2021). Ini menyebabkan air di daerah pesisir menjadi tidak sehat dan 

berdampak buruk pada kesehatan masyarakat serta ekosistem laut seperti hutan mangrove. Menurut World Bank 

(2021), polusi industri di pantai Jakarta menyebabkan kerusakan ekosistem yang cepat dan membuat daerah tersebut 

lebih rentan terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan. Dampak pencemaran industri di Penjaringan menjadi 

lebih buruk karena teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan masih kurang diterapkan dan pengawasan dari 

pemerintah daerah terhadap aktivitas pembuangan limbah masih tidak cukup ketat (Anggraini et al., 2022). 

Masalah pengelolaan sampah dan limbah domestik juga menjadi ancaman serius bagi kondisi lingkungan di 

Penjaringan. Jumlah penduduk yang banyak di daerah ini serta banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari 

menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sampah. Mayoritas sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh penduduk 

dibuang langsung ke sungai atau saluran air, yang kemudian mengalir ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih 

dahulu (Iksyan et al., 2019). Sampah plastik, logam, dan bahan berbahaya lainnya menumpuk di pantai, merusak 

pemandangan dan lingkungan laut serta kehidupan biota laut. Menurut laporan dari Tempo.co (2024), Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta sedang merencanakan proyek pengolahan sampah di wilayah aglomerasi untuk mengatasi masalah 

sampah di pesisir Jakarta dalam jangka panjang. Namun, proyek ini masih menghadapi banyak masalah, salah satunya 

adalah masalah dana dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah dengan benar (Farhaini et al., 2022). 

Kepadatan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang tidak terencana juga menyebabkan tekanan besar di 

Penjaringan. Permukiman informal yang padat dan tidak memenuhi standar kesehatan ditemui di wilayah ini. 

Pembangunan rumah tanpa perencanaan yang baik dapat berdampak buruk pada sistem drainase di Penjaringan karena 

menyebabkan berkurangnya ruang hijau dan zona resapan air (Asrofi et al., 2021). Saat hujan lebat, saluran air tidak 

dapat menampung banyak air, banjir terjadi dan semakin parah. Menurut liputan Antara News tahun 2024, BPS Jakarta 

Utara mencatat bahwa Penjaringan memiliki tingkat permukiman kumuh tertinggi di Jakarta Utara. Diperlukan 

pengaturan zonasi yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan pesisir dari kerusakan akibat pembangunan (Kompas, 

2021). 

Konflik penggunaan lahan di Penjaringan juga memperburuk kondisi lingkungan. Sebagai area yang menarik bagi 

investor dalam pembangunan properti dan industri, lahan pesisir menjadi sumber konflik antara pemerintah, 

masyarakat, dan perusahaan swasta (Cyntia & Pudja, 2019). Banyak tempat yang dulunya taman atau wilayah 

perlindungan alam, sekarang berubah menjadi pemukiman atau area industri. Konflik ini tidak hanya merusak 

lingkungan fisik, tetapi juga mengganggu hubungan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, khususnya para 

nelayan dan penduduk yang tinggal di pesisir untuk waktu yang lama. Menurut penelitian Sinaga (n.d.), konflik lahan di 

pantai Jakarta Utara terjadi karena kebijakan tata ruang tidak memperhitungkan kebutuhan sosial dan ekonomi 

masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi warga dalam mencari nafkah. 

Degradasi lingkungan di Penjaringan disebabkan oleh tekanan industri, pembangunan, dan kurangnya perencanaan 

tata ruang. Penurunan kualitas udara, tanah, dan air di wilayah ini menunjukkan langkah-langkah pengelolaan 

lingkungan yang holistik. Seiring banjir rob dan penurunan permukaan tanah, lingkungan Penjaringan menjadi lebih 

rentan terhadap dampak perubahan iklim (Gallien et al., 2021). Pemerintah dan pihak terkait harus segera mengambil 

pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi tekanan manusia terhadap lingkungan. Ini termasuk dengan 

membuat regulasi yang lebih kuat untuk mengelola lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

menjaga ekosistem pesisir yang sehat 

Evaluasi Strategi Adaptasi Existing di Penjaringan 

Beberapa strategi adaptasi telah diterapkan di Penjaringan untuk mengurangi dampak kerentanan lingkungan di 

wilayah pesisir. Strategi ini berguna untuk menghadapi banjir rob dan penurunan muka tanah. Salah satu cara yang 
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dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir rob adalah dengan membangun tanggul dan sistem 

polder di sepanjang pantai Jakarta Utara. Tanggul ini dibuat agar bisa mencegah air laut masuk ke daratan dan 

mengurangi banjir rob di daerah pemukiman pesisir (Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, 2024). Namun, analisis 

menunjukkan bahwa sistem ini perlu diperbaiki karena tekanan dari air laut yang semakin tinggi dan penurunan tanah 

yang terus berlanjut (Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, 2024). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (2024) mencatat 

bahwa meskipun tanggul dan sistem polder berhasil mengurangi dampak rob di beberapa area, tantangan utama adalah 

menjaga keberlanjutan infrastruktur ini dalam jangka panjang karena tingginya biaya perawatan dan peningkatan 

kebutuhan penanganan akibat perubahan iklim (Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, 2024). 

Di samping pembangunan infrastruktur keras, rehabilitasi mangrove juga merupakan inisiatif yang diterapkan di 

Penjaringan sebagai bentuk adaptasi berbasis ekosistem. Ekosistem mangrove di pesisir Penjaringan berguna sebagai 

perlindungan alami dari erosi pantai dan membantu menyerap gelombang laut untuk mengurangi risiko banjir rob 

(World Bank, 2021). Pemerintah dan organisasi lingkungan sedang bekerja sama untuk menanam kembali pohon 

mangrove di area yang rusak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi mangrove (World Bank, 2021). Namun, program ini 

tidak banyak berhasil karena konflik kepentingan dalam penggunaan lahan pesisir dan minimnya kesadaran masyarakat 

akan mangrove sebagai bagian dari sistem perlindungan alam (World Bank, 2021). 

Berdasarkan laporan dari World Bank (2021), keberhasilan perbaikan hutan bakau dipengaruhi oleh dukungan dari 

masyarakat setempat dan kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat (World Bank, 2021). Di Penjaringan, beberapa 

area hutan mangrove yang telah dipulihkan kembali terancam oleh aktivitas ekonomi dan pertumbuhan permukiman, 

menunjukkan bahwa upaya ini membutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan (World Bank, 2021). Program 

perbaikan permukiman kumuh juga telah dilakukan di Penjaringan karena banyaknya permukiman informal yang rentan 

terhadap banjir dan penurunan kualitas sanitasi. Dengan program ini, pemerintah ingin memberikan akses yang lebih 

baik kepada masyarakat untuk infrastruktur dasar seperti saluran air dan sanitasi (Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, 

2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jakarta Utara (2024), Penjaringan memiliki tingkat permukiman 

kumuh tertinggi di Jakarta Utara (Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, 2024). Hal ini menunjukkan program intervensi 

di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, 2024). 

Walaupun sudah ada sedikit perbaikan, masalahnya adalah anggaran terbatas dan kurangnya partisipasi masyarakat 

membuat sulit untuk menjangkau semua permukiman kumuh di wilayah itu (Antara News, 2024). Selain itu, masih 

banyak orang yang tidak mau memperbaiki sendiri karena takut masalah kepemilikan tanah dan kemungkinan akan 

diusir di masa depan (Antara News, 2024). Di bidang pemberdayaan masyarakat setempat, beberapa program telah 

dimulai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang merawat lingkungan pantai dan mendukung keberlanjutan. 

Salah satu contoh adalah pemberian pelatihan kepada penduduk pantai tentang cara mengelola sampah dan beradaptasi 

dengan perubahan iklim (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). Tujuan program ini adalah memberikan keterampilan 

dan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi 

dampak perubahan iklim (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). 

Namun, program pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya 

kesadaran dari masyarakat, serta dukungan yang tidak konsisten dari pemerintah (Chairani, Agustina, & Budiharto, 

2024). Menurut Chairani, Agustina, dan Budiharto (2024), melibatkan masyarakat pesisir dalam usaha pemberdayaan 

dapat meningkatkan ketahanan lingkungan (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). Namun, keberhasilan jangka 

panjang tergantung pada pendampingan yang intensif dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan program 

(Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). Evaluasi terhadap kebijakan tata ruang dan pembangunan di Penjaringan 

menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih adaptif diperlukan untuk mengatasi tekanan antropogenik yang semakin 

meningkat di wilayah pesisir (Sinaga, n.d.). Penggunaan lahan perlu diatur dengan kebijakan zonasi yang ketat untuk 

melindungi area konservasi seperti mangrove dan ruang hijau (Sinaga, n.d.). Kebijakan tata ruang di Penjaringan tidak 

konsisten, terutama dalam menghadapi kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan konservasi (Sinaga, n.d.). 

Menurut Sinaga (n.d.), konflik lahan di daerah ini terjadi karena kebijakan yang tidak jelas dan kurangnya koordinasi 

antar lembaga terkait (Sinaga, n.d.). Akibatnya, masyarakat pesisir mengalami kerugian paling besar (Sinaga, n.d.). 

Model Pengelolaan Adaptif untuk Pesisir Penjaringan 

Model pengelolaan adaptif untuk wilayah pesisir Penjaringan di Jakarta Utara perlu diformulasikan secara 

komprehensif, mengingat tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu pendekatan utama dalam 

pengelolaan adaptif ini adalah reformulasi kebijakan dan kelembagaan yang berfokus pada peningkatan koordinasi 

lintas sektor, terutama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Kementerian Dalam Negeri, 2024). 

Reformulasi kebijakan juga harus mencakup penegakan regulasi lingkungan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas 

institusi lokal agar mampu melakukan pengawasan serta implementasi program adaptasi secara konsisten (Kementerian 

Dalam Negeri, 2024). 

Pengembangan infrastruktur adaptif menjadi bagian dari model pengelolaan ini, terutama dalam mengatasi banjir 

rob dan penurunan muka tanah yang terjadi di Penjaringan. Infrastruktur adaptif yang dapat diterapkan meliputi 

pembangunan tanggul, sistem polder, dan drainase yang lebih tahan terhadap perubahan iklim (Dinas Sumber Daya Air 

Provinsi DKI Jakarta, 2024). Sistem tanggul dan polder yang ada di pesisir Jakarta telah membantu mengurangi dampak 

banjir rob, namun masih memerlukan perawatan intensif agar dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang (Dinas 

Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024). Pengintegrasian teknologi ramah lingkungan, seperti instalasi biofilter 

atau kolam resapan air hujan, juga direkomendasikan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan di wilayah yang padat 

penduduk ini (World Bank, 2021). 
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Strategi konservasi ekosistem mangrove merupakan komponen kunci dalam model pengelolaan adaptif, mengingat 

peran mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi dan banjir rob (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). Program 

rehabilitasi mangrove di wilayah Penjaringan harus diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan 

masyarakat setempat dalam perawatan dan pemeliharaan mangrove (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). 

Kolaborasi dengan organisasi lingkungan dan akademisi diperlukan untuk memaksimalkan keberhasilan program 

konservasi, misalnya melalui edukasi dan pelatihan mengenai mangrove (Chairani, Agustina, & Budiharto, 2024). 

Selain itu, kebijakan zonasi yang melindungi area mangrove dari konversi lahan perlu ditegakkan dengan lebih tegas 

agar upaya rehabilitasi tidak terganggu oleh aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak (World Bank, 2021). 

Selain pendekatan ekologis dan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir menjadi elemen 

model pengelolaan adaptif. Masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor informal dan memiliki 

pendapatan rendah perlu diberikan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, 

akses permodalan, dan dukungan untuk diversifikasi mata pencaharian (Noor, 2023). Dengan adanya peluang ekonomi 

alternatif, masyarakat pesisir dapat lebih terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada 

aktivitas ekonomi yang merusak (Noor, 2023). 

Sistem monitoring dan evaluasi partisipatif adalah komponen terakhir dari model pengelolaan adaptif untuk pesisir 

Penjaringan. Sistem ini dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan lingkungan dan penilaian 

efektivitas program adaptasi yang sedang berjalan (Kay & Alder, 2017). Monitoring partisipatif dapat dilakukan melalui 

program komunitas sadar lingkungan, di mana masyarakat dilatih untuk memantau kualitas air, kondisi mangrove, dan 

pengelolaan limbah secara mandiri (Kay & Alder, 2017). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta 

mengidentifikasi masalah lingkungan sejak dini dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusinya (Kay & 

Alder, 2017). 

 

KESIMPULAN 
Penelitian menunjukkan bahwa daerah pesisir Penjaringan rentan terhadap dampak lingkungan seperti penurunan 

muka tanah, banjir rob, dan tekanan urbanisasi. Meskipun strategi adaptasi sudah efektif, tapi masih perlu dukungan 

lembaga yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Model pengelolaan adaptif yang menggabungkan 

konservasi ekosistem, pembangunan infrastruktur tahan iklim, dan pemberdayaan ekonomi lokal bisa menjadi solusi 

jangka panjang untuk menghadapi masalah lingkungan di Penjaringan. Pendekatan masyarakat dalam memperbaiki 

mangrove dan sanitasi membantu meningkatkan lingkungan dan ekonomi di wilayah ini.  

Untuk melaksanakan model manajemen adaptif dengan baik, pemerintah disarankan untuk bekerja sama dengan 

berbagai pihak dalam merencanakan dan mengevaluasi program. Pendampingan terus menerus untuk penduduk pesisir 

agar usaha adaptasi dapat berlanjut, terutama dalam hal edukasi dan meningkatkan kemampuan orang-orang dalam 

menghadapi perubahan iklim. Dengan cara ini, diharapkan lingkungan pesisir Penjaringan bisa lebih terlindungi, dan 

penduduk lokal bisa lebih siap menghadapi perubahan lingkungan di masa mendatang.   
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